
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG
PED OMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimban g :  a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan
pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan publik
diperlukan keselarasan, keterpaduan d a n  keserasian
pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan di
daerah;

b. bahwa u n t u k  mewujudkan kiner ja aparatur pemerintah
daerah yang profesional, akuntabel dan transparan dalam
pelaksanaan pelayanan publ ik  perlu pedoman hubungan
kerja o rgan isas i  p e r a n g k a t  d a e r a h  d i  l i ngkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf  a dan huruf  b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi
Perangkat Daerah D a l a m  Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 1 9 6 4  tentang Pembentukan Daerah Tingkat  I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I  Sulawesi
Utara-Tengah d a n  Daerah Tingkat  I  Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun
1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun  1964 Nomor  94 ,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang N o m o r  3 2  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g
Pemerintahan D a e r a h  (Lembaran  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12;



3. Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas U n d a n g -
Undang Nomor 3 2  Ta h u n  2004  tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 5 9 ,  Ta m b a h a n  Lembaran  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008
tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  P E R AT U R A N  G U B E R N U R  T E N T A N G  P E D O M A N
HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Perangkat daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah d i  lingkungan

Pemerintah Provinsi  Sulawesi Tengah me l ipu t i  Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah dan Lembaga Lain bagian dari Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah.

6. Hubungan ke r j a  adalah rangkaian prosedur d a n  t a t a  ker ja  antara
perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam
rangka optimalisasi hasil kerja.

Pasal 2
Pola hubungan kerja antara perangkat daerah mengandung prinsip
a. saling m e m b a n t u  d a n  mendukung  u n t u k  meningkatkan k i n e r j a

pelayanan publik yang berkelanjutan;
b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-

masing perangkat daerah;
c. sal ing memberi manfaat, dan
d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang

mengacu p a d a  pen ingkatan  k e m a m p u a n  penyelenggaraan t u g a s
kepemerintahan.

BAB II
POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 3
(1) Penyelenggaraan t ugas ,  f u n g s i  d a n  wewenang perangkat  dae rah

dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi
a. konsultatif;
b. kolegial;
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c. fungsional;
d. struktural, dan
e. koordinatif.

(2) Melaksanakan hubungan ker ja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan ke te rbukaan ,  akun tab i l i t as ,  profesional i tas,  d a n
keterpaduan.

Pasal 4
(1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan
tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah
masing-masing.

(2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan:
a. perencanaan;
b. perumusan;
c. pemutakhiran; dan
d. penyelesaian tugas dan fungsi.

(3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

(4) Pola hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk matriks hubungan kerja konsultatif.

(5) Matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan menurut kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan  ayat (5) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5
(1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf b dimaksudkan untuk :
a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan

beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktivitas dan
kinerj a;

b. men ge mbangkan s e m a n g a t  k e b e r s a m a a n  d a n  m e n g o n t r o l
otoritarianisme s t r u k t u r a l  y a n g  u m u m n y a  berkembang d a l a m
hubungan struktural yang cenderung terpusat.

(2) Hubungan k e r j a  kolegia l  d a p a t  d i l akukan  dengan  mengutamakan
musyawarah dan tanggung jawab bersama.

(3) Pola hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bentuk matriks hubungan kerja kolegial.

(4) Matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diuraikan menurut kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(5) Matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan  ayat (4) ditetapkan
dengan. Keputusan Gubernur.

Pasal 6
(1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf c  d imaksukan u n t u k  memberikan p e r a n  subtansia l  secara
fungsional d a l a m  melaksanakan t u g a s  d a n  f u n g s i  sesua i  dengan
wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.

(2) Hubungan ker ja  fungsional di lakukan sesuai dengan kompetensi dan
kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang.

(3) Pola hubungan ker ja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk matriks hubungan kerja fungsional.
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(4) Matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diuraikan menurut kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(5) Matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan  ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7
(1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf d  dimaksudkan u n t u k  mengembangakan kepemimpinan secara
berjenjang dengan te tap melaksanakan tugas, fungs i  d a n  wewenang
secara bertanggung jawab.

(2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif
dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

(3) Pola hubungan ker ja struktural  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dalam bentuk matriks hubungan kerja struktural.

(4) Matriks; sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diuraikan menurut kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(5) Matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan  ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8
(1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3

ayat (1) h u r u f  e dimaksudkan un tuk  mengembangkan hubungan kerja
sama struktural dengan menumbuh kembangkan semangat kolegial yang
sinergis dan  terpadu dalam penanganan dan  penyelesaian tugas dan
fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-
masing.

(2) Hubungan ker ja  koordinati f  sebagaimana d i m a k s u d  pada ayat  (1)
dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan,
efektif dan efisiensi.

(3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
untuk :menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan
antara perangkat daerah.

Pasal 9
Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
a. koordinasi  h i e r a r k i  (intersektoral) y a n g  di laksanakan d a l a m  u n i t

organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
b. koordinasi  fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi

dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya
dalam pelaksanaan kegiatan; dan

c. koordinasi instansional (multisektoral) koordinasi  yang  dilaksanakan
dengan ins tans i  l a i n  y a n g  te rka i t  berdasarkan keterkai tan secara
instansional.

Pasal 10
Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
a. penyusunan dan  penetapan kebijakan u n t u k  di jadikan pedoman dan

arahan bagi semua instansi terkait;
b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
c. pengintegrasian rencana program dar i  berbagai instansi, lembaga dan

organisasi melalui rapat koordinasi;
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d. pembahasan berbagai hal perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama
melalui temu konsultasi;

e. pembentukan gugus ker ja  yang melibatkan berbagai instansi terkai t
untuk menangani be rbaga i  persoalan yang per lu dipecahkan secara
bersam a;

f. pembentukan wadah yang diperlukan u n t u k  menangani fungsi-fungsi
koordinasi pembinaan secara menyeluruh.

g. penelitian dan  pengembangan, pemantauan dan  evaluasi pelaksanaan
program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 11
Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9  h u r u f  a  set iap p imp inan  u n i t  k e r j a  da lam u n i t  organisasi
bertanggu ng jawab :
a. menetapkan k e b i j a k a n  s e b a g a i  p e t u n j u k / p e d o m a n  t a t a l a k s a n a

pelaksanaan tugas bawahannya;
b. membina dan mengawasi bawahannya.
c. mengernbangkan d a n  memberdayakan f u n g s i  d a n  kompe tens i

bawahannya;
d. memberikan b imbingan,  p e t u n j u k  pendelegasian a t a u  kepercayaan

kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12
Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal
10 dilaksanakan u n t u k  membahas kebijakan d a n  strategi yang terkai t
dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 13
(1) Pola hubungan kerja koordinatif dibuat dalam bentuk matriks hubungan

kerja koordinatif.
(2) Matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3) Matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  ayat (2) ditetapkan

dengan. Keputusan Gubernur.

Pasal 14
(1) Untuk  terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3  a y a t  ( 1 ) ,  s e t i a p  organ isas i  p e r a n g k a t  d a e r a h  d a p a t
mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka dan dapat diakses
oleh publik.

(2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB II I
HUBUNGAN KERJA DALAM KERJA SAMA

Pasal 15
Perangkat daerah melakukan observasi, penjajakan kelayakan, konsultasi
dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan  efektivitas
keterpaduan pelayanan p u b l i k  s e r t a  kepentingan masyarakat  d a l a m
melakukan kerjasama antar daerah.
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Pasal 16
Perangkat daerah yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan standar
operasional dan  prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang hams dipenuhi dengan persyaratan standar pelayanan minimal.

Pasal 17
(1) Dalam h a l  t e r j a d i  persel is ihan a n t a r a  perangkat  d a e r a h  d a l a m

penyelenggaraan kerjasama, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi
untuk :penyelesaian.

(2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan
secara cepat, transparan, serta adil dan tidak memihak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28  Maret 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Maret 2013

SEK A E R A H  PROVINSI
TENGAH,

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 253
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